(SALINAN

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 102 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 102
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan  Ketertiban Umum  dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
548);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bengkalis di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021 Nomor 102), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkalis.

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan  pelayanan  fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bengkalis.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja,
terdiri dari:
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Penyusunan Program,
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
b. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur,
terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat;
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur,
c. Bidang Kesiagaan, terdiri dari:
1. Seksi Pengamanan;
2. Seksi Pengawalan.

d. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Penegak Peraturan Daerah, terdiri dari:

1. Seksi Penegakan;
2. Seksi Kerjasama.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Data dan Informasi,
2. Seksi Mobilisasi Perlindungan Masyarakat.
f. Kelompok JF; dan
g. UPTD.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang
Kepala Satuan, Sekretariat dipimpin oleh seorang
Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang,
Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

tercantum dalam Lampiran [ dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22

(1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi satuan polisi pamong praja.



(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(4)

()

(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas
yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas
Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas kedinasan
lainnya sesuai dengan penugasan.

Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan
berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit Kkerja,
analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan
urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola
konsultatif dan koordinatif.

Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
kewenangannya, tanpa terikat pada hubungan
struktural secara berjenjang.

Hubungan Kkerja koordinatif sebagai mana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan
hubungan Kkerja yang sinergis dan terpadu dalam
penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai
dengan kewenangannya, agar terhindar dari tumpang
tindih dan duplikasi program kegiatan secara substansi
serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksankan tugas
dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris
Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai
pembidangannya.



(6) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksankan tugas
dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara
berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta
kewenangannya masing-masing.

(7) Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(eselon II.b), Pejabat Administrator (eselom Ill.a dan
I1I.b), Pejabat Pengawas (eselon 1V.a), Pejabat Fungsional
dan Pelaksana.

(8) Pimpinan Satuan Organisasi memberikan penugasan
kepada jabatan fungsional dan pelaksana.

(9) Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara
individu dan/atau dalam tim kerja.

(10) Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk UPTD.

(11) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi
Pamong Praja  menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk UPTD
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(2) UPTD adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa
Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

(3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara
operasional berkoordinasi dengan Camat.

(4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.
SESUAI DENGAN ASLINYA

KE

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI BENGKALIS,
ttd

KASMARNI

Diundangkan di Benglfalis
pada tangga] 18 ”C‘pt@mber‘ ?(ﬁ?h

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,
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ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 6%
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR :O® TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA
: Il
‘ SEKRETARIAT
KELOMPOK JF
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN KEUANGAN
PENYUSUNAN PROGRAM UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
— BIDANG KETENTERAMAN,
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN BIDANG PERLINDUNGAN
e KESIAGAAN PENEGAK PERATURAN MASYARAKAT
DAN APARATUR
DAERAH
J | I I
SEKSI PEMBINAAN DAN B SEKSI SEKSI L] SEKSI
PENYULUHAN MASYARAKAT ] PENGAMANAN PENEGAKAN i DATA DAN INFORMASI
SEKSI
SEKSI PENDIDIKAN DAN L SEKSI SEKSI - MOBILISASI
PELATIHAN APARATUR PENGAWALAN KERJASAMA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
UPTD

BUPATI BENGKALIS,
ttd

KASMARNI
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